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“I’m not be the smartest nor the strongest but I’m the most persistent. I’ll fight till 

the end and never give up” -  Merry Riana 

“I can do everything through Christ who gives me strength” – Phillippians 4:13 
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ABSTRAK 

Kegiatan usaha perdagangan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan 
yang cukup besar. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan dari Pemerintah 
terhadap setiap kegiatan usaha perdagangan yang dilakukan oleh pelaku 
usaha khususnya di Kota Semarang. Bentuk dari adanya pengawasan 
Pemerintah Kota Semarang adalah melalui penerbitan Surat Izin Usaha 
Perdagangan (SIUP) yang berguna untuk memantau segala aktivitas yang 
dilakukan pelaku usaha agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Namun 
kenyataannya masih ditemukan beberapa pelanggaran SIUP di Kota 
Semarang. Dengan demikian, pengawasan Pemerintah ini dapat dikatakan 
belum berjalan secara optimal. 

Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu melihat 
efektivitas antara hukum dengan keadaan sebenarnya di lapangan yang 
bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan. Data diperoleh dengan cara 
wawancara dan teknik purpose sampling yang kemudian data tersebut disajikan 
dalam bentuk uraian deskriptif dengan metode analisis data kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengawasan Pemerintah terhadap 
penggunaan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota Semarang dapat 
diketahui bahwa pengawasan pemerintah hanya bersifat preventif. Selama ini 
pengawasan langsung dan tidak langsung juga tidak pernah dilaksanakan. 
Adanya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Surat 
Izin Usaha Perdagangan yang secara khusus mengatur mengenai SIUP masih 
belum bisa membantu kinerja Pemerintah dalam melaksanakan pengawasan 
SIUP. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat dan salah satunya 
adalah keterbatasan Sumber Daya Manusia yang bekerja. 

Kata Kunci : Pengawasan Pemerintah, Surat Izin Usaha Perdagangan 
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ABSTRACT 

 
Business activities from year to year has increased significantly. Hence the 
need for oversigh to the Government against anybusiness activities under taken 
by businesses, especially in the city of Semarang. The shape of Semarang city 
government oversight is through the issuance of Trading License (SIUP) which 
are useful for monitoring all activities undertaken businesses to be run  in 
accordance with the provisions. But the fact remains found several violations 
License in Semarang. Thus, it can be said Government oversight has not run 
optimally. 

This thesis uses juridical sociological methodisthe effectiveness of the law 
with the real situation on the ground that aims to solve the problems. Data were 
obtained by interview and purposive sampling technique that then the data is 
presented in the form of descriptive analysis with qualitative data analysis 
methods. 

Based on the results of research on Government Oversight to use Trading 
License (SIUP) in Semarang can be seen that the Government is merely a  
preventive supervision. During these direct and indirect supervision also never 
implemented. The existence of Regional Regulation of Semarang No. 6 of 2009 
on Trade Permit which specifically regulates the License still can not help the 
performance of the Government in carrying outsurveillance License. It is caused 
by several factors in hibiting and one of themis the lack of human resources 
work. 

Keywords: Government Oversight, Trading License 
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